SALINAN

WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA

TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 10

TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA

MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 10 Tahun 2017 dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun

Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4535)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum = Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Izin Gangguan
di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017
Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun

Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN.
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Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012
Nomor 3/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 4/B) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd
H. MAIDI
Diundangkan diMADIUN
pada tanggal 1 Agustus 2019 Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
SEKRETARIS DAERAH, u.b.

Kepala Bagian Hukum,

ttd
RUSDIYANTO
" ']
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN Ika Puspitaria, S.H.. M.M.
TAHUN 2019 NOMOR 2/B Pembina (IV/a)

NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
166-11/2019
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa Izin Gangguan sangat diperlukan selain karena semakin
banyaknya bidang usaha yang ketat dalam berkompetisi, akan tetapi juga
perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan sarana
pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian
hukum dalam berusaha yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara

hak dan kewajiban setiap warga masyarakat.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Izin Gangguan di
Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2017 dipandang sudah
tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 88
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